BUPATI WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR < TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI WONOSOBO NOMOR 56 TAHUN 2015
TENTANG PELAYANAN PERIZINAN YANG DIKELOLA OLEH BADAN PENANAMAN

Menimbang

Mengingat

MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

. bahwa berdasarkan hasil Klarifikasi Gubernur Jawa Tengah

Nomor : 180/020473 tanggal 22 Desember 2015 perihal Hasil
Klarifikasi Peraturan Bupati Wonosobo terhadap Peraturan
Bupati Wonosobo Nomor 56 Tahun 2105 tentang Pelayanan
Perizinan Yang Dikelola Oleh Badan Penanaman Modal Dan
Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Wonosobo maka
perlu mengubahnya,;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada

huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 56 Tahun
2015 tentang Pelayanan Perizinan Yang Dikelola Oleh Badan
Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah;

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Namnr 112 Tamhahan T.emharan Negcara Renublik Indonesia



Menetapkan

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5357);

8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

10.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman
Standar Pelayanan;

11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

12.Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2014
tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten
Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun
2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Wonosobo Nomor 4);

13.Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 56 Tahun 2015 tentang
Pelayanan Perizinan Yang Dikelola Oleh Badan Penanaman
Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu (Berita Daerah
Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 56);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI WONOSOBO NOMOR 56 TAHUN 2015 TENTANG

PELAYANAN PERIZINAN YANG DIKELOLA OLEH BADAN
PEENANAMAN MONDAT. DAN PEFEI.AYANAN PERIZINAN TERPADIU



Perizinan Terpadu (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 56)
diubah sebagai berikut :

1.

Ketentuan Pasal 2 huruf u dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 2
Jenis Pelayanan Perizinan terdiri dari :
Izin Makam Keluarga, Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
Izin Gangguan (HO);
Izin Pemasangan Reklame;
Izin Usaha Pemotongan Hewan;
Izin Usaha Penggilingan,;
Izin Penggunaan Alun-alun;
Izin Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian Ke Non Pertanian (IPPT);
Izin Prinsip;
Izin Lokasi;
Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol,
Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko
Modern;
n. Izin Pangkalan Liquid Petroleum Gas (LPG) untuk tabung ukuran 3kg (tiga
kilogram);
Izin Operasional Warnet;
Izin Menara Telekomunikasi;
Tanda Daftar Industri (TDI) dan Izin Usaha Industri (IUI);
Tanda Daftar Gudang (TDG);
Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
Dihapus;
Surat Izin Usaha Angkutan (SIUPA); dan
. Surat Izin Operasional Dokar (SIOD).
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Ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf o dihapus, serta ayat (2)
ditambahkan 6 (enam) huruf yakni huruf r, huruf s, huruf t, huruf u, huruf v
dan huruf w sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4
(1) Dihapus.
(2) Bupati mendelegasikan wewenang penandatanganan pemberian izin
kepada Kepala BPMPPT, meliputi :
a. Izin Makam Keluarga, Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
b. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
c. lzin Gangguan (HO);

A Triin Darmmnannann Ral-lame:



Izin Menara Telekomunikasi;
Tanda Daftar Industri (TDI) dan Izin Usaha Industri (IUI);
Tanda Daftar Gudang (TDG);
. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
Dihapus;
Surat Izin Usaha Angkutan (SIUPA);
Surat Izin Operasional Dokar (SIOD);
Izin Lokasi;
Izin Prinsip;
Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol,
Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan
Toko Modern; dan
Izin Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian Ke Non Pertanian (IPPT).
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Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo

pada tanggal /4§ febraary 20/4

Pj. BUPATI WONOSOBO,

rl
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SATRIYO HIDAYAT
Diundangkan di Wonosobo

pada tanggal /& /OII’WIW'/ 20146

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,

EKO SUTRISNO WIBOWO
BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2016 NOMOR 2



